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Abstrak
 

Pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan

hukum terhadap hak atas tanah. Apabila terdapat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak

seharusnya perjanjian dapat dibatalkan. Notaris/PPAT perlu memastikan data yang diberikan oleh para

pihak adalah benar dan sesuai dengan yang menghadap. Kebenaran identitas penghadap dilihat dari KTP asli

yang dibawa oleh penghadap. Sama halnya dengan sertipikat tanah yang harus diperlihatkan adalah asli

sertipikat. Dokumen asli yang diberikan oleh para penghadap merupakan bentuk kewajiban Notaris/PPAT

untuk memastikan kebenaran formil. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi

penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan solusi untuk menyelesaikan

masalah tersebut, data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Hak

Tanggungan tetap berlaku dengan adanya cacat hukum didalamnya. Cacat hukum tersebut berupa

keterangan palsu yang dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321

KUHPerdata. Akibatnya, keterangan palsu tersebut melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdata dan

terhadap kedudukan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dan harus dilindungi

telah melaksanakan prestasinya dan berhak menerima jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai hak

tanggungan.

......The granting of Mortgage Rights must be carried out by a person who is authorized to carry out legal

actions regarding land rights. If there are false statements made by the parties, the agreement should be

cancelled. The Notary/PPAT needs to ensure that the data provided by the parties is correct and in

accordance with those appearing. The truth of the person's identity is seen from the original KTP brought by

the person. Likewise, the land certificate must be shown to be the original certificate. The original

documents provided by the presenters are a form of Notary/PPAT's obligation to ensure formal correctness.

The research method used is doctrinal with a prescriptive research typology which is research that provides

solutions to solve the problem, the data used is secondary data. The results of this research are that mortgage

rights remain valid even if there are legal defects in them. This legal defect is in the form of false

information which is categorized as fraud as intended in Article 1321 of the Civil Code. As a result, this

false statement violates the subjective requirements of Article 1320 of the Civil Code and the creditor's

position as a mortgage right holder who has good faith and must be protected by carrying out his

achievements and has the right to receive the guarantee provided by the debtor as a mortgage right.
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